
 

URGENSI LEGALITAS PENDIRIAN RUMAH IBADAH NON-MUSLIM 

DI ACEH 

(Studi Analisis Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah)  
 

 

 

 

 

 

Oleh:  

ROSMAWATI 

NIM: 2032020040 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PRODI HUKUM TATA NEGARA 

FAKULTAS SYARIAH 

ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  

2024 M/1445H 

 







Kata Pengantar 
 

 

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Saw yang telah 

memberikan rahmat, taufik dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 

tesis ini. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Saw yang telah 

bersusah payah membawa umat manusia dari alam jahiliyah dan tidak berilmu pengetahuan 

ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Selawat dan salam juga buat para ahli 

keluarga serta sahabat-sahabat Baginda yang telah wafat. 

Dengan izin Allah Swt yang telah memberikan kesempatan untuk penulis 

menyelesaikan sebuah skripsi berjudul “Urgensi Legalitas Pendirian Rumah Ibadah Non-

Muslim di Aceh (Studi Analisis Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah)” Karya yang 

sangat sederhana dalam rangka melengkapi persyaratan menyelesaikan S-1 dalam bidang 

Ilmu Hukum Tata Negara (HTN) pada Fakultas Syariah IAIN Langsa.  

Dalam menyiapkan karya ilmiah ini penulis mengalami pelbagai hambatan dan 

rintangan, namun segalanya dapat ditempuhi dengan berkat kesabaran dan bantuan serta 

dokongan pelbagai pihak. Maka di kesempatan ini penulis ingin mengucapkan jutaan terima 

kasih yang tidak terhingga kepada segala pihak yang turut membantu dan mengispirasi 

penulis. Akhir kata, apabila ada kritik dan saran yang bersifat membangun tentu sangat 

diharapkan demi pemyempurnaan karya mendatang. 

 

 

           Langsa, 03 Maret 2024 

 

 

 

 

            Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Urgensi Legalitas Pendirian Rumah Ibadah Non-Muslim di Aceh 

(Studi Analisis Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah) 

 

 

  

ABSTRAK 

 

Izin mendirikan rumah ibadah merupakan fenomena krusial dan sangat penting dalam 

masyarakat heterogen. Apalagi jika tidak dibekali sikap toleransi, berdirinya rumah ibadah di 

wilayah minoritas bisa menjadi sumber masalah jika tidak dimanage dengan baik oleh 

pemerintah. Seharusnya format legalitas pendirian rumah ibadah di Aceh adalah turunan dari 

legalitas nasional sebagaimana yang tertuang dalam PBM Nomor 9/Nomor 8 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam 

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 

Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat. Kenyataannya, Qanun Aceh tentang regulasi 

pendirian rumah ibadah sebagaimana yang termaktub dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 

2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat 

Ibadah, memiliki kesenjangan dan dianggap mempersulit non-Muslim dalam memperoleh 

izin pendirian rumah ibadah mereka. Berdasarkan latar belakang tersebut menghasilkan 

rumusan masalah berupa; Pertama, bagaimana anlisis Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 

Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah? 

Kedua, bagaimana urgensi legalitas pendirian rumah ibadah bagi kalangan Muslim dan non-

Muslim? Ketiga, bagaimana perbandingan legalitas pendirian rumah ibadah antara regulasi 

nasional dan Qanun Aceh? Skripsi ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan 

kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis hukum normatif dan studi 

komparasi. Data primer adalah Qanun Aceh tentang pendirian rumah ibadah di Aceh dan 

PBM 2006 tentang pendirian rumah ibadah nasional. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; 

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 adalah respon dari konflik pembakaran rumah ibadah 

yang terjadi di Aceh Singkil pada Tahun 2015. Qanun ini adalah evaluasi dari Perda 2007 

tentang pendirian Rumah Ibadah guna meminimalsir terjadinya konflik lanjutan. Legalitas 

pendirian rumah ibadah sangat penting dalam terciptanya kerukunan umat beragama di Aceh. 

Hal tersebut erat kaitannya dengan kondisi Aceh sebagai wilayah syariat Islam dan status 

Aceh sebagai bagian NKRI yang wajib menjaga kebebasan beragama. Menyikapi distingsi 

tersebut, Qanun Aceh tentang Rumah Ibadah adalah solusi strategis yang mengedepankan 

impelentasi kearifan lokal. 

Kata Kunci: Urgensi Legalitas, Pendirian Rumah Ibadah, Qanun Aceh  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Indonesia bukan negara agama, tetapi bukan pula negara sekuler. Keunikan ini 

justru memiliki kekurangan dan kelebihan karena agama-agama dapat hidup dan 

berkembang dengan baik, bahkan dikamin oleh undang-undang. Potensi kemajemukan 

memiliki kelebihan karena ragam keyakinan merupakan sumber nilai lokal wisdom 

bagi keutuhan bangsa Indonesia. Keragaman keyakinan warga menjadi faktor perekat 

dan memperkokoh bangunan negara ini. Keragaman agama yang dipeluk warga 

menjadi faktor integratif bagi masyarakat Indonesia.
1
  Pada sisi lain, keanekaragaman 

tersebut apabila tidak dikelola dengan baik dapat berpotensi menimbulkan konflik 

apalagi jika sudah bersinggungan dengan pendirian rumah ibadah. 

Konflik yang terjadi di Aceh Singkil misalnya, pembakaran rumah ibadah 

(gereja) menjadi berita memprihatinkan di media. Bahkan terjadi korban jiwa (1 

orang) dari kalangan Muslim saat pihak Kristen berusapaya menolak rumah ibadah 

mereka akan di hancurkan oleh masa.
2
 Dampak dari kejadian tersebut, sampai hari ini 

belum ada satu gereja pun yang memperoleh legalitas atau izin pendirian rumah 

ibadah. Padahal, legalitas pendirian rumah ibadah memiliki landasan yang jelas 

bahkan dilindungi oleh Undang-Undang.  

Apa yang terjadi di Aceh Singkil bisa menjadi renungan, bahwa legalitas 

pendirian rumah ibadah khususnya dalam menjaga prinsip keadilan dan hak azasi 

manusia (dalam beragama) sangat penting dijaga dan diperhatikan. Hal tersebut dapat 

                                                 
1
 Muhammad Saleh Cahyadi Mohan and Maman Lukmanul Hakim, “Konsep Tawassuth Sebagai 

Upaya Preemtif Dalam Pencegahan Aksi Terorisme (Studi Komparatif Buku Moderasi Beragama 

Kementrian Agama Ri Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018),” 2022, 8. 
2
 Haidlor Ali Ahmad, “Resolusi Konflik Keagamaan di Aceh Singkil dalam Perspektif Budaya 

Dominan,” Jurnal Multikultural dan Multireligius 15, no. 3 (2017): 15–30. 
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menjadi evaluasi pimpinan daerah dalam mencegah terjadinya konflik antar umat 

beragama di wilayah Aceh manapun. Sebagaimana disadari, meskipun Aceh memiliki 

populasi Muslim yang dominan, eksistensi non-Muslim tidak bisa diabaikan, karena 

Islam merupakan ajaran membawa rahmat, termasuk bagaimana menyikapi hidup 

berdampingan dengan pemeluk agama lain.  

Sejatinya, dalam permasalahan rumah ibadah, majelis-majelis agama yang 

difasilitasi pemerintah telah merumuskan Peraturan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Akan tetapi diterbitkannya 

PBM, bukan berarti masalah pendirian rumah ibadah itu telah selesai, hal ini terlihat 

dari pelanggaran PBM itu sendiri. Rentetan permasalah ini berawal dari kondisi Aceh 

yang mendapat hak otonomi khusus pascaperdamaian antara GAM dan RI Tahun 

2006. Selanjutnya lahirlah Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman 

Pendirian Rumah Ibadah di Aceh.
3
  

Peraturan gubernur (Pergub) sebagai turunan PBM yang salah satu pasalnya 

bertentangan dengan PBM, yaitu adanya penambahan persyaratan pada ‘jumlah 

pendirian rumah ibadah yang diklaim oleh penduduk mayoritas Islam menyalahi 

kesepakatan.’ Dalam PBM jumlah pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang dan 

masyarakat setempat yang mendukung 60 orang (PBM   Pasal   14 (2) huruf a dan b). 

Pergub Aceh No. 25 Tahun 2007 mensyaratkan jumlah pengguna 150 orang dan 

masyarakat lingkungan yang mendukung 120 orang. Meski Pergub Aceh ini memiliki 

payung hukum yang jelas, namun demikian nyatanya Undang-Undang No. 11 Tahun 

                                                 
3
 Zelika Rif’at Febriawati and Riska Zalfa Herdiani, “Analisis Polemik Disparitas Umat Nasrani 

Di Aceh Terhadap Regulasi Pendirian Tempat Ibadah,” Journal of Citizenship 1, no. 1 (2022): 9 



3 

 

2001 memiliki derajat keabsahan yang lebih tinggi dari PBM 
4
. Ketidakpahaman 

dalam mengimplementasikan PBM dan Qanun di atas lah, yang kerap menjadi faktor 

pemicu konflik legalitas pendirian rumah ibadah di Aceh. 

Tentu ini bukanlah persoalan yang mudah, apalagi berbicara tentang rumah 

ibadah yang memiliki dua regulasi besar, secara negara dan qanun Aceh sendiri. 

Regulasi ini harus dihormati, menafikan Qanun Aceh juga akan menjadi masalah, 

tetapi membiarkan masyarakat non-Muslim tidak punya rumah ibadah, juga bukan 

solusi terbaik.
5
 Maka hal penting yang harus dilakukan adalah semua pihak baik 

pemerintah, FKUB, pihak terkait masing-masing agama, tokoh masyarakat, harus 

menjaga dan menghormati kebebasan beragama, serta dapat menerima adanya 

kehidupan yang plural dalam kalangan masyarakat Aceh.  

Sejauh ini, konflik legalitas pendirian rumah ibadah non-Muslim tidak begitu 

kentara jika dibandingkan Aceh Singkil atau Subulussalam. Namun, seiring 

berjalannya waktu, populasi non-Muslim akan semakin meningkat. Ketika jumlah itu 

sudah melewati ambang batas persyaratan pada Qanun, di sini lah potensi konflik 

beragama atas dasar legalitas pendirian rumah ibadah non-Muslim akan terjadi di 

Aceh. Kesenjangan antara peraturan nasional dan Qanun Aceh ibarat bom waktu yang 

akan meledak jika tidak disikapi dan diantisipasi sejak dini. Maka dari itu, penulis 

merasa penting untuk mengangkat dan meneliti judul; “Urgensi Legalitas Pendirian 

Rumah Ibadah Non-Muslim di Aceh (Studi Analisis Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 

Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat 

Ibadah). 

                                                 
4
 Juwaini Juwaini, Taslim HM. Yasin, and M. Anzaikhan, “The Role of Islamic Universities in 

the Harmony of the Madhhab (Resolution of the Aswaja and Wahabism Conflicts in Aceh),” Millati: 

Journal of Islamic Studies and Humanities 6, no. 2 (December 9, 2021): 149–70 
5
 Zelika Rif’at Febriawati and Riska Zalfa Herdiani, “Analisis Polemik Disparitas Umat Nasrani 

Di Aceh Terhadap Regulasi Pendirian Tempat Ibadah,” Journal of Citizenship 1, no. 1 (2021): 1–9 
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B.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana anlisis Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah? 

2. Bagaimana urgensi legalitas pendirian rumah ibadah bagi kalangan Muslim dan 

non-Muslim? 

3. Bagaimana perbandingan legalitas pendirian rumah ibadah antara regulasi 

nasional dan Qanun Aceh? 

 

C.  Tujuan dan Kegunaan 

 

Tujuan penelitian dari proposal ini diantaranya; Pertama, untuk menganlisis 

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat 

Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah. Kedua, untuk menguraikan urgensi legalitas 

pendirian rumah ibadah bagi kalangan Muslim dan non-Muslim di Aceh. Ketiga, untuk 

menjabarkan perbandingan legalitas pendirian rumah ibadah antara regulasi nasional 

dan Qanun Aceh.  

Adapun kegunaan penelitian tersebut diantaranya; Pertama, menjadi sumbangan 

akademis bagi Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah IAIN Langsa. Kedua, 

menjadi bahan evaluasi terhadap hasil penelitian, khususnya terkait merespon 

kesenjangan antara PBM Nasional dan Qanun Aceh yang secara substansi memiiliki 

poin-poin yang sangat berbeda. Ketiga, menjadi bahan rujukan dan pedoman 

masyarakat dalam menyikapi fenomena dan eksistensi pendirian rumah ibadah non-

Muslim yang akan semakin meningkat di masa mendatang. 
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D.  Tinjauan Pustaka 

Kajian terhadap legalitas pendirian rumah ibadah, PBM Nasional, dan Qanun 

Aceh tentang pendirian rumah ibadah, bukanlah sesuatu yang baru, sudah ada beberapa 

penulis yang mengkaji dan menelitinya. Febriawati dan Herdiani telah melakukan 

penelitian dengan judul; “Analisis Polemik Disparitas Umat Nasrani Di Aceh Terhadap 

Regulasi Pendirian Tempat Ibadah.” Karya tersebut cukup signifikan dan sangat baik 

dalam memetakan masalah-masalah pendirian tempat ibadah yang terjadi di Aceh. 

Meskipun sama-sama membahas tentang konflik beragama akibat tempat ibadah, karya 

tersebut tidak secara mendalam mengkaji Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang 

Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah.
6
 

Aulia Hestiyara dalam karya yang berjudul; “Efektivitas Penerapan 

Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 

yang Berlaku,” telah mengupas secara sistematis bagaimana dampak dan pengaruh dari 

perubahan persyaratan pendirian rumah ibadah di Indonesia. Penelitian tersebut 

menarasikan bagaimana kelebihan dan kekurangan perubahan standar bagi pemeluk 

agama khususnya kaum minoritas. Karya Aulia memiliki kesamaan dengan apa yang 

penulis teliti, khususnya dalam konteks membedah dan mengeksplorasi regulasi terkait 

izin pendirian rumah ibadah di Indonesia.
7
 Adapun perbedaannya, Aulia tidak meneliti 

secara khusus tentang Qanun Aceh dan hanya fokus dalam mendeskripsikan regulasi 

nasional. 

Pratiwi dalam penelitiannya yang berjudul; “Dialog Antar Agama-Konflik: 

Jalan Damai Konflik Islam-Kristen di Aceh Singkil Tahun 2015,” telah banyak 

                                                 
6
 Febriawati and Herdiani, “Analisis Polemik Disparitas Umat Nasrani Di Aceh Terhadap 

Regulasi Pendirian Tempat Ibadah,” 2022. 
7
 Aulia Hestyara, “Efektivitas Penerapan Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku,” Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 2 (August 31, 2021): 237–56 
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memberi wawasan pada pembaca bagaimana metode penyelesaian konflik agama di 

Aceh melalui pendekatan musyawarah dan mufakat. Persamaan karya Pratiwi dengan 

penelitian penulis adalah dimensi latar belakang yang berangkat dari perubahan PBM 

Nasional, Pergup Aceh, dan Qanun Aceh terkait rumah ibadah. Adapun perbedaannya, 

jika Pratiwi fokus dalam mendeskripsikan solusi dalam media musyawarah, penulis 

lebih fokus dalam menjabarkan bagaimana tawaran solusi pada poin-poin Qanun Aceh.
8
 

Faiq Tobrani dalam penelitian yang berjudul; “Local-Sharia Regulations and 

Religious Expression in Aceh: Criticism of the Qanun about Establishing Places of 

Worship,” telah membahas dengan sangat baik bagaimana kritik terhadap legalitas 

pendirian rumah ibadah atas dasar kebijakan lokal di Aceh. Karya Faiq memiliki 

kesamaan dengan penelitian penulis dalam konteks regulasi Qanun Aceh yang 

dijadikan objek primer penelitian.
9
 Adapun perbedaan yang signifikan, jika Faiq lebih 

intens dalam membedah implementasi penerapan qanun di beberapa lokasi Aceh, 

penulis lebih fokus pada kajian pustaka yang sifatnya menganalisis dan 

membandingkan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. 

Setelah melakukan eksplorasi dan tinjauan terhadap beberapa karya ilmiah 

sejenis, sejauh pengamatan penulis belum ditemukan satu karya pun yang menulis 

tentang variabel judul penulis secara menyeluruh dan konfreherensif. Menunjukkan 

bahwa judul yang peneliti ajukan masih original, otentik, dan memiliki gap penelitian., 

sehingga layak untuk dilanjutkan. 

 

                                                 
8
 Winda Ika Pratiwi, “Dialog Antar Agama-Konflik: Jalan Damai Konflik Islam-Kristen di Aceh 

Singkil Tahun 2015,” Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat 4, no. 1 (January 25, 

2021): 27–47 
9
 Faiq Tobroni, “Local-Sharia Regulations and Religious Expression in Aceh: Criticism of the 

Qanun about Establishing Places of Worship,” Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 55, no. 1 

(December 10, 2021): 209–39 
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E.  Kerangka Teoritis 

 

Berhubung analisis, urgensi legalitas, dan komparasi adalah variabel utama 

dalam penelitian ini, maka penulis memetakan kerangka teori berdasarkan elemen-

elemen tersebut. Terkait ‘analisis’, penulis menggunakan teori yang digagas oleh Gorys 

Keraf (2004) yang menjabarkan bahwa analisis merupakan rentetan atau tahapan awal 

dalam menguraikan pemecahan suatu masalah.
10

 Ciri analisis ditandai dengan adanya 

signifikansi dan korelasi antara satu bagian dengan bagian lainnya sehingga terciptalah 

sebuah frame yang kolektif sebagai opsi dalam menyelesaikan suatu masalah.  

Menurut Nana Sudjana (2016), analisis tidak bisa dipisahkan dengan teori 

‘integrasi’ sebagai ruh dari pelaksaannya. Integrasi adalah sebuah penyatuan berbagai 

sesuatu sehingga menjadikannya lebih solid, padu, dan saling mendukung.
11

 

Mencermati hal tersebut, teori yang digagas Amin Abdullah (2006), merupakan fondasi 

awal untuk dapat mengilustrasikan bagaimana integrasi-interkoneksi antara PMB 

Nasional dan Qanun Aceh dapat dibedah dengan pisau analitis yang tepat. Teori 

integrasi yang ditawarkan Amin Abdullah memiliki 3 rute yaitu; Single entity, isolated 

entities, dan interconnected entities.
12

 Berdasarkan tiga teori ini, setidaknya menjadi 

salah satu pedoman agar analisis dalam penelitian ini tidak kaku dan multi perspektif. 

Terkait ‘urgensi’, penulis menggunakan teori yang diangkat oleh Astia 

Pamungkas. Menurutnya urgensi adalah sesuatu yang mendorong untuk diselesaikan 

                                                 
10

 Berlian Novriendi, Yetty Morelent, and Endut Ahadiat, “Analisis Penggunaan Diksi Dan Gaya 

Bahasa Dalam Kumpulan Naskah Drama Raja Kecik Karya Hang Kafrawi,” Jurnal Fakultas Keguruan 

Dan Ilmu Pendidikan 2, no. 1 (August 22, 2021): 4. 
11

 Kadariah Kadariah et al., “Analisis Prestasi Belajar Mahasiswa Melalui Tutorial Online Mata 

Kuliah PDGK 4406 Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar UPBJJ-UT Makassar,” JEKPEND: Jurnal 

Ekonomi Dan Pendidikan 5, no. 2 (July 31, 2022): 62–67. 
12

 M. Afiqul Adib, “Upaya Mendialogiskan Pendekatan Normatif Dan Historis Dalam Studi 

Islam: Konsep Integrasi-Interkoneksi Amin Abdullah,” Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan 

Islam 7, no. 2 (November 30, 2022): 87–97. 
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sehingga menjadi penting dan prioritas. Hal tersebut sesuai dengan asal muasal kata 

urgensi itu sendiri yang diambil dari bahasa latin yang berarti ‘mendorong’.
13

 Selain itu, 

determinasi ‘urgensi’ juga erat dikaitkan dengan istilah ‘pentingnya suatu objek yang 

melekat padanya’. Seperti ‘urgensi sekolah’ menjadi pentingnya sekolah, ‘urgensi 

managemen’ menjadi pentingnya managemen dan masih banyak lagi.  

Mengenai komparasi, teori yang penulis gunakan adalah gagasan yang 

dikembangkan oleh Anjar Nugraheni.
14

 Menurutnya, sebuah perbandingan memiliki 

berbagai kriteria diantaranya; Kesamaan, kesetaraan, gab analisis, dan gesekan yang 

ingin dimunculkan. Terkait kesamaan, sebuah objek minimal membandingkan dua 

etnitas atau lebih sehingga dari kesamaan itu dapat ditemukan titik perbedaannya. 

Terkait kesetaraan, adalah sebuah gagasan dimana sesuatu yang berbeda dicari 

kesamaannya. Mengenai gab analisis, adalah sebuah keunikan atau hal baru yang 

ditemukan sebagai pembeda. Adapun gesekan, adalah sebuah teori yang memaparkan 

persepsi. 

Berangkat dari teori yang dipaparkan diatas, penulis akan membandingkan 

kesamaan antara PMB Nasional dan Qanun Aceh mengenai pendirian rumah ibadah. 

Selanjutnya akan dipetakan bagaimana kesetaraan dan gap analisis antara keduanya. 

Terakhir, guna memperoleh novelti, penulis akan mengkerucutkan gesekan (konflik) 

yang potensial akan terjadi jika melihat kesenjangan antara PMB nasional dan Qanun 

Aceh. 
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F.  Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. 

Metodologi yang digunakan adalah studi analisis hukum normatif dan studi komparasi. 

Studi analisis dilakukan dalam membedah Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang 

Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah. 

Melalui pendekatan pustaka, maka penulis akan menganalisis berdasarkan referensi 

literasi melalui tulisan-tulisan terdahulu seperti jurnal ilmiah, buku terbitan terbaru, dan 

beberapa referensi lainnya. Adapun studi komparatif dilakukan karena Qanun Aceh di 

atas merupakan eksistensi yang hadir sebagai respon dari PMB Nasional dan Pergup 

pendirian rumah ibadah yang kurang relevan jika dikaitkan dengan depgrafi politik dan 

kearifan lokal di Aceh. Penndekatan kualitatif penulis lakukan karena penelitian ini 

bersifat abtrak dimana penggunaan angka-angka tidak menjadi pedoman utama. 

Artinya, kualitas dari Analisa tokoh dan referensi menjadi pola dalam penulisan hasil 

dan deskripsi penelitian.  

2. Penentuan Data 

Data primer dalam penelitian ini adalah “Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 

Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat 

Ibadah.” Selain itu didukung pula oleh “Peraturan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9/Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan 

Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan 

Pendirian Rumah Ibadat,” sebagai pembandingnya. Sedangkan data sekuder dalam 
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penelitian ini adalah jurnal ilmiah, dan buku terbitan 10 tahun terakhir. Data sekunder 

tidak terlepas dari variabel utama penelitian khususnya terkait Perda, legalitas nasional, 

penelitian sebelumnya terkait pendirian rumah ibadah, dan kajian hukum normative 

lainnya. Adapun sumber tersier adalah data-data atau referensi pendukung yang sifatnya 

semi ilmiah seperti web site, koran digital, majalah, dan lain sebagainya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik tematik dan teknik 

Deduktif-Induktif. Model tematik penulis gunakan dalam memperoleh data yang 

sifatnya primer, sekunder, dan pendukung. Tema primer adalah sesuatu wacana atau 

referensi yang membahas tentang Qanun Aceh, regulasi pemerintah, serta regulasi 

turunan lainnya. Baik yang sifatnya nasional maupun lokal. Tema sekunder adalah tema 

yang berorientasi pada disskursus konflik rumah ibadah, gesekan antara umat 

beraggama, serta isu-isu toleransi beragama. Adapun tema tersier adalah tema-tema 

pendukung seperti fenomena serupa di zonasi lain, atau deskripsi terhadap dampak yang 

ditimbulkan dikemudian hari. 

4. Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian penting dalam metode penelitian khususnya 

dalam memfilter mana data yang masuk dalam draft penelitian dan mana yang tidak. 

Analisis data sebagaimana yang sering diimplementasikan bertujuan agar data benar-

benar valid dan mengalami keabsahan data. Pada tahapan ini penulis menggunakan 

format tringulasi data. Artinya antara satu data dan data lainnya saling mengkonfirmasi 

guna memperoleh data yang objektif.  
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Observasi data dalam tahapan tringulasi data, dijalankan dengan melihat 

kesamaan dan kemiripan antara referensi primer dan sekunder. Analisis data seperti ini, 

memudahkan penulis dalam mengantisipasi data yang sifatnya hoaks dan tidak memiliki 

fondasi yang jelas. Analisis data juga dilakukan guna menjaga agar ruang lingkup 

penelitian ini tidak terlalu melebar. Artinya, terdapat batasan-batasan variabel data 

sehingga penyusunan draft masih berjalan pada jalur yang ditentukan. 

 

G.  Sistematika Pembahasan 

 Pertama, BAB I. Pada bagian ini draft skripsi nantinya akan dijabarkan latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian pustaka, 

kerangka teoritis, dan metode penelitian. Kedua, BAB II. Membahas defenisi legalitas, 

dasar-dasar regulasi dan Qanun Aceh, sejarah Qanun Aceh, peran otonomi khusus 

dalam sistem regulasi di Aceh, dan pro dan kontra dalam produk hukum di Aceh. 

Ketiga, BAB III. Pada bab ini membahas inti, dimana akan dijabarkan hasil penelitian 

sebagaimana yang dipetakan berdasarkan pertanyaan penelitian, diantaranya; 

menjabarkan anlisis Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan 

Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat Ibadah. Membahas urgensi legalitas 

pendirian rumah ibadah bagi kalangan Muslim dan non-Muslim. Dan memaparkan 

perbandingan legalitas pendirian rumah ibadah antara regulasi nasional dan Qanun 

Aceh. 

.Kelima, BAB IV. Pada bagian ini adalah bab penutup, dimana terdiri dari 

kesimpulan yang menjawab semua rumusan masalah, serta ditambah adanya 

rekomendasi atau saran bagi peneliti selanjutnya jika ingin membahas atau meneliti 

tema yang terkait dengan judul yang penulis teliti. Setelah seluruh laporan akhir selesai 

nantinya, maka hasil penelitian tersebut akan bermanfaat bagi berbagai pihak dalam 
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Apa yang terjadi di Papua adalah refleksi dari kuantitas Kristen yang mayoritas. 

Berbagai otoritas dan solusi yang diajukan pada akhirnya tetap mengikuti kearifan lokal 

setempat yakni Muslim di Papua harus bersabar diri dan menjaga diri untuk tidak 

menyinggung sentiment non-Muslim terkait rumah ibadah. Begitu juga dengan Aceh, 

meskipun berbagai sosialiasi mengenai toleransi beragama sudah dijalankan, tetap saja 

keadilan yang sifatnya proporsional akan sulit diimplementasikan di wilayah homogen. 

Berbeda dengan wilayah kota besar yang umatnya heterogen. Sebut saja kota-kota besar 

seperti Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, dan lain sebagainya. Kota-kota ini lebih 

moderat dan menerima eksistensi umat lain.   

 

BAB IV 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 pada dasarnya adalah respon Pemerintah 

Aceh terhadap konflik Islam-Kristen yang ada di Aceh Singkil. Qanun ini adalah 

evaluasi dari Perda Aceh 2007 guna menjaga kerukunan umat beragama. Pada Qanun 

Aceh tentang Rumah Ibadah, memuat pedoman-pedoman terkait tata laksana pengajuan 

izin pendirian rumah ibadah di Aceh. Selain izin tersebut, juga dijabarkan aspek 

pendukung lainnya seperti penanggung jawab Qanun, sistem anggaran Qanun, serta 

pelaksana Qanun. Selain itu, Qanun ini juga mendeskripsikan terkait larangan adanya 

program misionaris, serta larangan bagi non-Muslim memperoleh sumber dana dari luar 

tanpa izin dan rekomendasi dari Pemerintah Aceh.  

 Legalitas pendirian rumah ibadah sangat penting dalam terciptanya kerukunan 

umat beragama di Aceh. Hal tersebut erat kaitannya dengan kondisi Aceh sebagai 

wilayah syariat Islam dan status Aceh sebagai bagian NKRI yang wajib menjaga 
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kebebasan beragama. Menyikapi distingsi tersebut, Qanun Aceh tentang Rumah Ibadah 

adalah solusi strategis yang mengedepankan impelentasi kearifan lokal.  Legalitas 

pendirian rumah ibadah sangat penting untuk dicapai implementasinya. Hal tersebut 

bisa menjadi media promosi dan sosialisasi bahwa Aceh memiliki regulasi khusus yang 

akan mendukung legalitas rumah ibadah jika syarat pengguna dan syarat non-pengguna 

terpenuhi. Selain itu, dengan adanya Qanun Aceh tersebut, jika syarat dan ketentuannya 

terpenuhi, maka Muslim di Aceh harus menerima pendirian gereja sebagai kesepakatan 

bersama.  

 Perbandingan memperoleh izin mendirikan rumah ibadah antara PBM 2006 dan 

Qanun Aceh 2016 terbagi dalam berbagai aspek. Diantaranya; Pertama, syarat 

pengguna pada PBM minimal berjumlah 90 orang dan non-pengguna berhumlah 60 

orang. Sedangkan pada Qanun Aceh No 4, minimal jumlah pengguna sebanyak 140 

orang dan non-pengguna sebanyak 110 orang. Pada PBM, pemerintah memfasilitasi 

syarat lainnya jika jumlah pengguna sudah terpenuhi. Pada Qanun Aceh, jumlah 

pengguna dan non-pengguna menjadi syarat wajib untuk menerima fasilitas dari 

pemerintah. Perbedaan lain terdapat pada rekomendasi, jika PBM hanya meminta 2 

rekomenasi (dari Kemenag Wilayah dan FKUB), pada Qanun Aceh harus ada 

rekomendasi dari Keuchik, Camat, FKUB, KUA, Kemenag Wilayah dan lain 

sebagainya. Terakhir, perbedaan yang paling vital adalah objek odari regulasi masing-

masing. Jika PBM diperuntukkan bagi semua agama, Qanun Aceh hanya diperuntukkan 

bagi non-Muslim.  

 

 

 

B.  Saran 
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 Bagi Pemerintah Aceh, ada baiknya untuk mengimplementasikan Qanun Aceh 

tentang Rumah Ibadah seobjektif mungkin guna terciptanya perhatian dan kepercayaan 

masyarakat. Apabila syarat dan prosedur yang dilakukan oleh umat non-Muslim sudah 

lengkap dan valid, maka segera diproses sesuai kebijakan yang berlaku. Namun, jika 

ada kendala, dan memiliki pertimbangan lainnya, maka segera konfirmasi kepihak 

pengaju (panitia pendiri rumah ibadah) agar mereka memperoleh kepastian dan tidak 

menempuh jalur ilegal seperti menghubungi Presiden atau Komnas HAM internasional. 

 Bagi masyarakat, sebaiknya lebih cerdas dan lebih bijak dalam menerima 

informasi terkait hal-hal yang bisa memicu konflik antar umat beragama. Tidak semua 

perbedaan disikapi dengan amarah dan emosi yang menggebu-gebu. Utamakan 

musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan guna meminimalisiir korban fisik 

atau korban jiwa. Masyarakat juga harus lenggowo jika memang rumah ibadah non-

Muslim memperoleh izin pendirian di kemudian hari. Multikulturalisme adalah fitrah 

manusia diciptakan untuk saling mengenal satu sama lain. 

 Bagi isntitusi, sebaiknya lebih memperbanyak kajian tentang regulasi hukum 

dan perbandingan Hukum nasional dan Qanun Aceh. Harapannya, itu dapat menambah 

wawasan mahasiswa terkait realitas hukum di Indonesia dan menemukan alternatif jika 

ada masalah di kemudian hari. Lagi pula, kajian tentang Qanun Aceh akan selalu 

menjadi iinformasi yang menarik, sebab hukum Islam di Aceh apalagi Pidana Islam 

adalah entitas yang masih jarang dibahas oleh akademisi secara global. 

 Bagi peneliti selanjutnya, apabila hendak melakukan kajian yang dekat dengan 

penelitian penulis, sebaiknya melakukan komparasi antara implementasi PBM di Aceh 

dan PBM di Papua. Keduua zonasi ini memiliki keunikan namun sama-sama memiliki 

keidentikan. Keunikannya, sama-sama wilayah otonomi khusus, sama-sama wilayah 
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yang mengalami msalah terkait rumah ibadah. Perbedaannya, jika di Aceh kaum 

mayiritas adalam islam, di Papua kaum mayoritasnya adalah Kristen. 
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